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Abstract

This research originated from an inheritance dispute between the Panjaitan Family and the
Siahaan Family in Lintong Nihuta Village, which was resolved through mediation conducted by
the Dalihan Na Tolu Customary Institution based on Batak Toba customary law. The problem
arises because the mediation results of the Dalihan Na Tolu Customary Institution possess strong
social legitimacy but have not yet fully obtained legal certainty within the national legal system.
This study aims to analyze the role of the Dalihan Na Tolu Customary Institution in resolving
inheritance disputes and the legal strength of its mediation outcomes according to customary law
and national law. The research method employed is empirical normative legal research with a
qualitative approach through literature study, observation, interviews, and documentation. The
findings indicate that mediation conducted by the Dalihan Na Tolu Customary Institution
encourages deliberation to achieve fair agreements while maintaining harmony among the
disputing parties. However, the mediation results are still categorized as privately executed
documents, thereby requiring legal reinforcement through a deed of settlement or administrative
legalization. Therefore, harmonization between customary law and national law is necessary to
strengthen the legal certainty of mediation outcomes produced by the Dalihan Na Tolu Customary
Institution.
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Abstrak

Penelitian ini berangkat dari permasalahan sengketa waris antara Keluarga Panjaitan dan
Keluarga Siahaan di Desa Lintong Nihuta yang diselesaikan melalui mediasi oleh
Lembaga Adat Dalihan Na Tolu berdasarkan hukum adat Batak Toba. Permasalahan
muncul karena hasil mediasi lembaga adat Dalihan Na Tolu memiliki legitimasi sosial
yang kuat, tetapi belum sepenuhnya memiliki kepastian hukum dalam sistem hukum
nasional. Penelitian ini memiliki tujuan dalam menganalisis peran Lembaga Adat Dalihan
Na Tolu dalam penyelesaian sengketa waris serta kekuatan hasil mediasinya menurut
hukum adat dan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan,
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi
lembaga adat Dalihan Na Tolu mendorong penguatan musyawarah untuk mencapai hasil
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kesepakatan yang adil dan tetap menjaga kedamaian antar pihak yang bersengketa.
Namun, hasil mediasi masih berkedudukan sebagai alat bukti di bawah tangan sehingga
memerlukan penguatan hukum melalui akta perdamaian atau legalisasi administratif.
Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk
memperkuat kepastian hukum hasil mediasi dari lembaga adat Dalihan Na Tolu.

Kata kunci: Lembaga adat Dalihan Na Tolu, Mediasi, Sengketa Waris.

Pendahuluan

Sengketa waris merupakan persoalan hukum yang paling sering muncul di
Indonesia. Sengketa waris adalah perselisihan mengenai pembagian harta peninggalan
pewaris yang terjadi antara ahli waris dan pihak luar yang mengklaim hak atas harta
warisan. Hadiningrum dan Batubara (2025:682) Berangkat dari sebaran kasus sengketa
waris di Indonesia terlihat adanya ketegangan emosional hingga perpecahan tali
persaudaraan antar pihak yang bersengkata. Maraknya sengketa waris tidak terlepas
dari faktor internal, seperti keserakahan salah satu pihak yang mengklaim bahwa
warisan tersebut adalah miliknya, kesalahpahaman mengenai hak pembagian harta,
serta sikap dominasi pihak bersengketa yang berupaya memperoleh bagian lebih besar.
(Nababan et al., 2023:559).

Sengketa waris juga rentan terjadi di kawasan pedesaan, karakteristik sosial dan
geografis masyarakat desa yang memiliki hubungan erat dengan tanah sebagai sumber
utama kehidupan dan investasi jangka panjang (Matheus, 2022:2). Secara geologis dan
ekologis, wilayah pedesaan umumnya memiliki ketersediaan lahan yang luas dan subur,
menjadikannya aset produktif bagi pertanian, perkebunan dan perikanan. Tanah di desa
bukan sekadar harta benda, melainkan juga simbol status sosial, identitas keluarga, dan
warisan turun-temurun yang memiliki nilai sentimental serta bernilai ekonomis. Hal
inilah yang menjadikan tanah sebagai objek waris paling berpotensi menimbulkan
konflik. (Nababan et al., 2023:466).

Fenomena sengketa waris yang semakin marak tidak dapat dilepaskan dari
perubahan orientasi masyarakat yang semakin materialistis, terutama pada era
globalisasi. Pergeseran nilai sosial dan budaya tersebut mendorong sebagian pihak
menilai kepemilikan materi sebagai tolok ukur kebahagiaan dan keberhasilan hidup,
sehingga pembagian warisan menjadi arena perebutan kekayaan dan status sosial
(Ndona, 2025:295). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kualitas sumber daya
manusia, khususnya dalam aspek etos kerja dan kemandirian ekonomi.

Krisis moral yang kini merambah ke seluruh lapisan masyarakat tercermin dari
meningkatnya tindakan tidak jujur, konflik sosial, hingga hilangnya etika dalam
berinteraksi sejatinya merupakan dampak fundamental dari pergeseran nilai budaya
yang menempatkan materi sebagai pusat orientasi kehidupan. Fenomena ini
menciptakan lingkungan sosial yang transaksional, kepentingan kebendaan sering kali
memicu perselisihan hak, baik dalam ranah keluarga maupun sengketa waris, yang pada
akhirnya menggerus nilai-nilai luhur dan rasa hormat antarsesama. (Ndona et al,,
2025:636).
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Sebagaimana dikemukakan Persada (2025:1754) bahwa perkara di Pengadilan
Negeri merupakan persoalan struktural yang masih menjadi tantangan serius bagi
efektivitas sistem peradilan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tren peningkatan
sengketa perdata, termasuk sengketa waris, yang mencerminkan kompleksitas konflik
akibat perubahan nilai sosial dan budaya masyarakat. Berdasarkan laporan Mahkamah
Agung, jumlah perkara perdata yang diterima oleh pengadilan negeri meningkat rata-
rata sebesar 8% per tahun pada periode 2015 -2020.

Tren tersebut mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan gugatan tidak
sebanding dengan efisiensi penyelesaian perkara, sehingga berpotensi menimbulkan
penumpukan beban kerja di lembaga peradilan dan menurunkan kepastian hukum bagi
para pihak. Kondisi ini memperkuat urgensi pengembangan mekanisme penyelesaian
alternatif, termasuk mediasi dari lembaga adat sebagai upaya mereduksi beban peradilan
dan menjaga stabilitas sosial dalam penyelesaian sengketa waris.

Penyelesaian sengketa waris seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang
tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan
kultural. Dalam perspektif pluralisme hukum, keberadaan hukum adat diakui sebagai
bagian dari sistem hukum nasional yang hidup di tengah masyarakat. Pengakuan
tersebut secara konstitusional tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam teori harmonisasi hukum, penyelesaian
sengketa waris dapat diupayakan dengan mengakomodasi hukum adat secara sinergis
dengan hukum nasional, sehingga menghasilkan solusi yang lebih kontekstual dan
berkeadilan.

Untuk meminimalisir maraknya kasus sengketa waris, diperlukan kerja sama
yang sinergis antara berbagai pihak, terutama pemerintah desa sebagai garda terdepan
dalam penyelesaian konflik di tingkat lokal. Dalam Pasal 4 huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, menyatakan bahwa pengaturan desa bertujuan
“melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa”.

Selain itu, pemerintah desa juga diberi mandat untuk membina ketentraman dan
ketertiban masyarakat desa, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf g yang menyatakan
bahwa pemerintah desa bertugas “membina ketentraman dan ketertiban masyarakat
Desa”. Ketentuan ini mendorong pemerintah desa mampu memfasilitasi proses mediasi
yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada perdamaian, sehingga sengketa waris dapat
diselesaikan secara damai tanpa harus berlanjut ke ranah peradilan formal.

Proses mediasi menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien,
fleksibel, dan berorientasi pada perdamaian dibandingkan jalur litigasi yang cenderung
formal, berbiaya tinggi, serta berpotensi memperuncing konflik emosional antar anggota
keluarga karena durasi proses peradilan tidak pasti. (Hasudungan et al., 2024:10).
Efektivitas mediasi tidak semata-mata bergantung pada kemampuan aparat hukum
formal, melainkan juga pada sejauh mana nilai-nilai sosial dan budaya lokal
diinternalisasikan dalam proses penyelesaian sengketa. Peran lembaga adat menjadi
sangat signifikan karena lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai dan
norma tradisional, tetapi juga sebagai mediator sosial yang memahami struktur
kekerabatan dan relasi emosional masyarakat setempat.

147



F Volume 8, Issue 2, Juni 2026
E-ISSN 2721-064

International Journal of Demos

Lembaga Adat Dalihan Na Tolu memperoleh legalitas melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 1990 tentang Lembaga
Adat Dalihan Na Tolu, yang mengatur lembaga adat sebagai wadah musyawarah mufakat
masyarakat adat Batak yang berasaskan nilai gotong royong dan kekeluargaan (Pasal 1
huruf h), serta mengatur struktur berjenjang dari tingkat Desa atau Kelurahan,
Kecamatan hingga Kabupaten (Pasal 5 dan Pasal 7) dan kualifikasi keanggotaan yang
didasarkan pada kompetensi para penatua adat serta kesetiaan pada Pancasila dan UUD
1945. Perlu ditegaskan bahwa Perda tersebut diberlakukan sebelum pemekaran wilayah,
sedangkan Kabupaten Toba Desa Lintong Nihuta, merupakan bagian dari wilayah
administrasi Kabupaten Tapanuli Utara pada saat itu.

Pemekaran daerah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan,
bukan untuk menghapus landasan hukum adat yang telah terbentuk. Oleh karena itu,
sepanjang tidak ada peraturan daerah baru yang secara tegas mencabut atau
menggantikan, Perda No. 10 Tahun 1990 tetap relevan dan dapat menjadi dasar hukum
keberadaan serta pelaksanaan fungsi Lembaga Adat Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian
sengketa waris di Desa Lintong Ni Huta, Kabupaten Toba.

Bupati Toba, Poltak Sitorus, melantik Lembaga Adat Dalihan Na Tolu Kabupaten
Toba masa bakti 2024-2029 pada 19 Juni 2024 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Toba.
Pelantikan ini menunjukkan pengakuan pemerintah daerah terhadap keberadaan dan
peran lembaga adat dalam struktur sosial masyarakat Batak Toba, sekaligus menguatkan
posisilembaga adat sebagai mitra pemerintah dalam penyelesaian masalah sosial. Bupati
Toba menekankan bahwa lembaga adat tidak hanya berfokus pada urusan adat semata,
tetapi juga diharapkan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Toba dalam
menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan restorative justice.
Pernyataan Bupati ini menguatkan fungsi mediasi dan rekonsiliasi yang menjadi
karakteristik lembaga adat Dalihan Na Tolu.

Lembaga adat Dalihan Na Tolu memegang nilai-nilai kearifan lokal Batak Toba
yang tercermin dalam pepatah “Metmet bulung ni jior ummetmetan bulung ni bane-bane,
denggan marhata tigor undengganan mardame-dame”, yang memiliki makna bahwa daun-
daun yang tumbuh pada batang yang sama saling menguatkan, sehingga sesama
anggota keluarga atau komunitas yang berasal dari satu asal-usul seharusnya saling
menjaga, saling menghormati, dan bersikap harmonis. (Simamora, 2024).

Fenomena yang seharusnya terjadi (das sollen) adalah bahwa peran Lembaga Adat
Dalihan Na Tolu menjadi opsi strategis dalam mediasi penyelesaian sengketa waris. Hal
ini sejalan dengan temuan penelitian Syukur (2022) mengenai peran Dalihan Na Tolu
dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, yang
menunjukkan bahwa mediasi adat menjadi pilihan utama masyarakat dalam
menyelesaikan konflik waris. Mediasi berbasis kearifan lokal ini seharusnya menjadi
mekanisme yang lebih diutamakan, mengingat masyarakat adat cenderung enggan
menempuh jalur litigasi akibat hambatan kultural, periode waktu yang tidak pasti,
tingginya biaya perkara, dan keterbatasan literasi hukum.

Menurut Siahaan (2024:153), tujuan hukum menurut Gustav Radbruch meliputi
tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.
Mediasi adat melalui Lembaga Adat Dalihan Na Tolu dapat secara empiris menunjukkan
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upaya pencapaian nilai keadilan dan kemanfaatan jika kedua belah pihak yang
bersengketa komitmen memenuhi hasil kesepakatan. Proses mediasi lembaga adat ini
menempatkan musyawarah, keseimbangan relasi sosial, dan pemulihan hubungan
kekeluargaan sebagai fokus utama penyelesaian sengketa waris. Dengan demikian,
mediasi adat tidak hanya menyelesaikan konflik secara substantif, tetapi juga menjaga
keharmonisan sosial, sehingga sejalan dengan tujuan hukum nasional yang
mengedepankan keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

Namun, kondisi yang terjadi di lapangan (das sein) menunjukkan adanya
kesenjangan antara kondisi ideal (das sollen) dan realitas penyelesaian sengketa waris.
Data pra-penelitian menunjukkan bahwa sengketa kewarisan di Desa Lintong Nihuta
masih berlangsung dengan intensitas tinggi, khususnya di Dusun II. Berdasarkan
observasi awal dan wawancara dengan Kepala Desa, hal ini disebabkan oleh faktor
struktural dan sosial di Dusun II, seperti tingginya konsentrasi pemilik harta warisan,
adanya keluarga besar yang memiliki ikatan kekerabatan kuat, serta banyaknya pihak
luar yang mengklaim hak atas harta warisan. Kondisi tersebut memperbesar potensi
konflik karena objek sengketa lebih banyak dan relasi sosial yang kompleks, sehingga
sengketa waris di Dusun II lebih sering terjadi dibandingkan dusun lainnya.

Observasi lapangan dan wawancara pada tahap pra-penelitian dilakukan
terhadap pihak keluarga yang terlibat langsung dalam sengketa kewarisan, yaitu
Keluarga Panjaitan dan Keluarga Siahaan. Berdasarkan penelusuran fakta, objek
sengketa berupa harta tidak bergerak, yaitu sebidang tanah seluas 2,5 rante (sekitar 1.000
meter persegi) yang secara historis merupakan milik keturunan Op. Panjaitan. Sengketa
bermula dari kebijakan Op. Panjaitan pada masa lampau yang memberikan izin kepada
Keluarga Siahaan untuk menggunakan lahan tersebut sebagai bentuk pertolongan
kemanusiaan pada masa sulit. Namun demikian, izin tersebut bersifat hak pakai
sementara dan tidak dimaksudkan sebagai peralihan hak milik.

Seiring berjalannya waktu dan pergantian generasi, keturunan dari keluarga
Siahaan melakukan klaim sepihak dan menganggap aset tersebut sebagai hak milik
keluarganya hingga memicu disintegrasi antar keluarga. Konflik ini semakin
diperunyam oleh ketiadaan bukti kepemilikan formal seperti sertifikat maupun surat
tanah, sehingga pembuktian hanya bersandar pada sejarah lisan dan ingatan kolektif
masyarakat. Kondisi inilah yang memicu tindakan klaim sepihak dari keluarga Siahaan
yang menurut pengamatan di lapangan sempat menimbulkan ketidaktertiban sosial di
lingkungan setempat.

Berdasarkan keterangan J. Simanjutak selaku Kepala Lembaga Adat Dalihan Na
Tolu sekaligus mantan Kepala Desa Lintong Nihuta, terungkap bahwa meskipun
lembaga adat ini memiliki pengalaman luas dalam memitigasi sengketa waris di Dusun
II, efektivitasnya tidak selalu mencapai keberhasilan absolut. Kasus Keluarga Panjaitan
dan Keluarga Siahaan menjadi salah satu contoh nyata bahwa upaya mediasi adat
mengalami jalan buntu karena tajamnya perbedaan klaim antar pihak, sehingga
memerlukan dukungan instrumen hukum nasional untuk mencapai kepastian hukum
yang bersifat mengikat guna mencegah sengketa lanjutan.

Penelitian ini berbeda dari studi terdahulu karena menempatkan Lembaga Adat
Dalihan Na Tolu di Desa Lintong Nihuta sebagai aktor kelembagaan dalam mediasi adat
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sengketa waris. Penelitian sebelumnya umumnya menelaah Dalihan Na Tolu sebagai
sistem nilai, kekerabatan, atau pranata budaya, serta menilai efektivitas dan efisiensi
mediasi yang dilakukan. Namun, kajian tersebut tidak mengkaji lebih jauh implikasi
hasil mediasi terhadap penegakan hukum nasional, sehingga potensi pengingkaran
kesepakatan oleh pihak yang bersengketa masih mungkin terjadi. Selain itu, penelitian
terdahulu juga belum secara tegas menyatakan Dalihan Na Tolu sebagai lembaga adat.
Penelitian ini menutup kekosongan tersebut dengan memisahkan nilai-nilai Dalihan Na
Tolu dari lembaga adatnya, serta menitikberatkan analisis pada peran fungsional,
kewenangan, dan praktik mediasi di tingkat desa.

Kebaruan utama penelitian ini adalah mengaitkan hasil mediasi adat dengan
hukum nasional sebagai antisipasi untuk mencegah sengketa berulang, yang belum
pernah dikaji secara khusus dalam penelitian sebelumnya. Studi ini menilai pengakuan
yuridis dan kepastian hukum atas kesepakatan adat, termasuk peran mediasi adat
sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menerbitkan Akta Perdamaian (Acta van
Dading).

Hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mendorong penyelesaian sengketa melalui
mediasi. Secara empiris, penelitian ini mengevaluasi efektivitas mediasi melalui
indikator keberhasilan penyelesaian, penerimaan para pihak, dan legitimasi sosial, serta
menawarkan model harmonisasi hukum yang mendukung restorative justice dan
memperkuat posisi hukum adat khususnya dalam hukum adat Batak Toba sebagaimana
dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Peran lembaga adat termasuk lembaga adat Dalihan Na Tolu dalam memediasi
sengketa waris tidak selalu berjalan optimal secara mandiri. Mediasi adat memiliki
keterbatasan ketika menghadapi pihak yang bersikeras pada klaim sepihak atau
sengketa yang melibatkan objek tanpa bukti kepemilikan formal. Karena itu, efektivitas
lembaga adat tetap memerlukan sinergi dengan instrumen penegakan hukum nasional
agar hasil mediasi tidak sekadar kesepakatan sosial dan moral, tetapi memiliki kekuatan
hukum yang diakui negara. Dengan demikian, kepastian hukum bagi para pihak dapat
terwujud secara utuh dan berkelanjutan. (Nababan et al., 2024:279).

Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) karena mahasiswa di Indonesia memiliki hak
sekaligus dorongan untuk berperan aktif sebagai peneliti dalam pendidikan tinggi. Hal
ini ditegaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya
Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan
kemampuannya melalui kegiatan akademik, termasuk penelitian, serta Pasal 14 ayat (1)
yang menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Siregar et al., 2023:163).

Dalam konteks PPKn, penelitian tentang peran lembaga adat Dalihan Na Tolu
dalam penyelesaian sengketa waris relevan sebagai wahana penguatan civic knowledge
melalui pemahaman hubungan hukum adat dan hukum nasional, civic disposition melalui
internalisasi nilai keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial, serta civic skills
melalui kemampuan analisis kritis dan pemecahan masalah kewarganegaraan. (Yunita
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et al., 2022:1056). Penelitian ini tidak hanya sah secara akademik dan yuridis, tetapi juga
strategis dalam membentuk mahasiswa PPKn sebagai peneliti yang berkarakter
Pancasila dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Oleh karena itu, penelitian berjudul “Peran Lembaga Adat Dalihan Na Tolu dalam
Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba dan
Hukum Nasional (Studi Kasus di Desa Lintong Ni Huta)”, menjadi penting dilakukan.
Penelitian ini akan mengkaji posisi lembaga adat Dalihan Na Tolu sebagai mekanisme
alternatif penyelesaian sengketa yang sah dan operasional, khususnya dalam menangani
kompleksitas sengketa kewarisan di Dusun II Desa Lintong Nihuta, Kecamatan
Tampahan, Kabupaten Toba. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya
literatur hukum berbasis paradigma pluralisme hukum di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan
pendekatan kualitatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji berbagai
peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori-teori yang berkaitan dengan
penyelesaian sengketa waris, mediasi, hukum adat Batak Toba, serta pengakuan hukum
adat dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk
memperoleh gambaran faktual mengenai praktik penyelesaian sengketa waris melalui
mediasi oleh Lembaga Adat Dalihan Na Tolu di Desa Lintong Nihuta, Kecamatan
Tampahan, Kabupaten Toba.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan data empiris. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Desa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 1990 tentang Lembaga Adat Dalihan
Na Tolu, serta peraturan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku,
jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang berkaitan dengan
hukum adat, mediasi, dan sengketa waris. Adapun data empiris diperoleh melalui
wawancara dengan Kepala Lembaga Adat Dalihan Na Tolu, Kepala Desa Lintong
Nihuta, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam sengketa waris.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji bahan
hukum primer dan sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Observasi dilakukan
untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penyelesaian sengketa waris di Desa
Lintong Nihuta. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan yang
dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap
proses mediasi adat. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung
berupa berita acara, dokumen kelembagaan adat, serta arsip lain yang berkaitan dengan
objek penelitian.
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Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan
Huberman. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan data
yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan
menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan
penarikan makna. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi
terhadap hasil analisis data empiris yang dikaitkan dengan ketentuan hukum positif,
hukum adat Batak Toba, teori pluralisme hukum, teori mediasi, dan teori keadilan guna
memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran Lembaga Adat Dalihan
Na Tolu dalam penyelesaian sengketa waris serta implikasi hukum hasil mediasinya.

Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lintong Nihuta, Kepala
Desa, dan Kepala Lembaga Adat Dalihan Na Tolu memiliki pemahaman yang sama
bahwa lembaga adat Dalihan Na Tolu bukan hanya berfungsi sebagai penjaga adat dan
budaya Batak Toba, tetapi juga sebagai mekanisme sosial dalam menyelesaikan sengketa
waris melalui mediasi adat. Berdasarkan hasil wawancara, keberadaan lembaga adat
dipandang masih memiliki legitimasi yang kuat karena masyarakat lebih mengutamakan
penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan melalui jalur pengadilan. Hal ini
dipengaruhi oleh nilai falsafah Dalihan Na Tolu yang menempatkan hubungan
kekerabatan, penghormatan antarkeluarga, dan perdamaian sebagai dasar kehidupan
sosial masyarakat Batak Toba. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum adat masih
hidup (living law) dan dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat Desa
Lintong Nihuta. Dalam perspektif teori pluralisme hukum John Griffiths, kondisi
tersebut menunjukkan adanya keberlakuan lebih dari satu sistem hukum dalam
masyarakat, yaitu hukum adat Batak Toba dan hukum nasional yang berjalan secara
berdampingan.

Proses mediasi sengketa waris oleh Lembaga Adat Dalihan Na Tolu dilakukan
melalui tahapan yang sistematis. Mediasi diawali dengan pelaporan atau pengaduan
dari pihak yang bersengketa kepada lembaga adat. Setelah laporan diterima, lembaga
adat memanggil para pihak, tokoh keluarga, dan saksi-saksi yang mengetahui riwayat
objek sengketa untuk mengikuti musyawarah adat. Dalam proses tersebut, para pihak
diberikan kesempatan menyampaikan pendapat, klaim, dan bukti yang dimiliki sebelum
dilakukan dialog dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediator adat
berperan menjaga situasi tetap kondusif serta mengarahkan proses musyawarah agar
tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Berdasarkan hasil observasi dan
wawancara, mekanisme mediasi adat dianggap lebih efektif dibandingkan penyelesaian
melalui litigasi karena prosesnya sederhana, cepat, fleksibel, dan berbiaya ringan. Selain
itu, proses musyawarah juga memberikan ruang yang lebih besar bagi pemulihan
hubungan kekeluargaan dibandingkan sistem peradilan yang bersifat formal dan
kompetitif. Kondisi ini sejalan dengan teori mediasi dalam alternatif penyelesaian
sengketa yang menempatkan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang
menekankan kesepakatan damai dan kepentingan bersama para pihak.
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Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas mediasi adat sangat
dipengaruhi oleh legitimasi sosial yang dimiliki Lembaga Adat Dalihan Na Tolu. Hasil
kesepakatan mediasi umumnya dipatuhi masyarakat karena dianggap memiliki nilai
moral dan sosial yang tinggi. Ketidakpatuhan terhadap hasil mediasi dapat
menimbulkan sanksi sosial berupa teguran, pengucilan, hingga hilangnya kepercayaan
masyarakat terhadap pihak yang melanggar. Dalam hukum adat Batak Toba, hasil
mediasi dipandang bukan sekadar penyelesaian sengketa, melainkan sarana untuk
memulihkan hubungan kekeluargaan dan menjaga keharmonisan sosial. Hal ini
menunjukkan bahwa orientasi penyelesaian sengketa adat lebih menekankan
perdamaian dan keseimbangan sosial dibandingkan menentukan pihak yang menang
atau kalah. Temuan tersebut relevan dengan teori keadilan John Rawls yang memandang
keadilan sebagai fairness, yaitu keadilan yang lahir dari prosedur yang adil, memberi
kesempatan setara bagi para pihak untuk menyampaikan pendapat, serta menghasilkan
kesepakatan yang diterima secara bersama.

Penelitian menemukan adanya keterbatasan efektivitas mediasi adat sebagaimana
terlihat dalam sengketa lanjutan antara keluarga Panjaitan dan keluarga Siahaan di
Dusun II Desa Lintong Nihuta. Sengketa bermula dari penggunaan tanah warisan milik
keturunan Op. Panjaitan oleh keluarga Siahaan yang awalnya hanya bersifat hak pakai
sementara sebagai bentuk pertolongan kemanusiaan. Seiring pergantian generasi,
muncul klaim sepihak atas kepemilikan tanah tersebut sehingga memicu konflik
berkepanjangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Adat Dalihan
Na Tolu, mediasi adat sebenarnya telah dilakukan dan menghasilkan kesepakatan
damai, namun sengketa kembali muncul karena objek sengketa tidak memiliki bukti
kepemilikan formal seperti sertifikat tanah maupun surat kepemilikan lainnya. Kondisi
ini menunjukkan bahwa kekuatan hasil mediasi adat lebih dominan pada aspek sosial
dan moral dibandingkan kekuatan yuridis formal, sehingga hasil kesepakatan masih
rentan dipersoalkan kembali apabila tidak diperkuat dalam sistem hukum nasional.

Dalam hukum nasional, keberadaan Lembaga Adat Dalihan Na Tolu memperoleh
pengakuan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara
mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut juga diperkuat
melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan Lembaga Adat Desa. Selain itu, keberadaan Lembaga Adat Dalihan Na Tolu di Desa
Lintong Nihuta juga memperoleh pengakuan administratif melalui Surat Keputusan
Kepala Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Meskipun
beberapa dasar hukum lama yang tercantum dalam SK tersebut telah dicabut dan
digantikan oleh regulasi baru, substansi pengakuan terhadap lembaga adat tetap relevan
karena didukung oleh ketentuan hukum nasional yang berlaku saat ini.

Hasil mediasi lembaga adat pada dasarnya masih berkedudukan sebagai akta di
bawah tangan sehingga belum memiliki kekuatan eksekutorial secara langsung dalam
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sistem hukum nasional. Dalam hukum positif, kekuatan eksekutorial berarti
kemampuan suatu putusan atau kesepakatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh
negara apabila terdapat pihak yang tidak mematuhi isi keputusan tersebut. Oleh karena
itu, hasil mediasi adat hanya dapat digunakan sebagai alat bukti surat dan bahan
pertimbangan apabila terjadi sengketa lanjutan. Berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR,
kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk akta perdamaian (acta van
dading) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Dengan
demikian, penelitian ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan
hukum nasional melalui penguatan hasil mediasi adat dalam bentuk akta perdamaian,
akta notariil, maupun legalisasi administratif agar hasil mediasi tidak hanya kuat secara
sosial dan moral, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan perlindungan yuridis yang
efektif bagi para pihak.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat Dalihan Na Tolu memiliki

peran yang penting dalam penyelesaian sengketa waris di Dusun Il Desa Lintong Nihuta
melalui mekanisme mediasi adat yang berlandaskan nilai musyawarah, kekeluargaan,
dan perdamaian sesuai falsafah Dalihan Na Tolu. Proses mediasi dilakukan melalui
tahapan penerimaan laporan, pemanggilan para pihak, dialog, negosiasi, hingga
tercapainya kesepakatan bersama. Keberadaan lembaga adat tidak hanya berfungsi
sebagai mediator dalam penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk
menjaga keharmonisan hubungan kekerabatan serta melestarikan nilai-nilai adat Batak
Toba yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa putusan mediasi yang dihasilkan Lembaga
Adat Dalihan Na Tolu memiliki legitimasi sosial dan moral yang kuat dalam perspektif
hukum adat Batak Toba karena didasarkan pada prinsip kekeluargaan, musyawarah,
dan penghormatan terhadap adat. Namun, dalam perspektif hukum nasional, hasil
mediasi tersebut masih berkedudukan sebagai akta di bawah tangan sehingga belum
memiliki kekuatan eksekutorial secara langsung. Meskipun demikian, eksistensi
Lembaga Adat Dalihan Na Tolu telah memperoleh pengakuan konstitusional dan yuridis
melalui berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan harmonisasi
antara hukum adat dan hukum nasional melalui penguatan hasil mediasi dalam bentuk
akta perdamaian, akta notariil, atau legalisasi administratif guna menjamin kepastian
hukum serta mencegah terjadinya sengketa lanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, Lembaga Adat Dalihan Na Tolu perlu
memperkuat tata kelola administrasi dan dokumentasi setiap proses mediasi agar hasil
kesepakatan memiliki legitimasi yang lebih kuat. Pemerintah Desa diharapkan
mendukung penguatan kelembagaan adat melalui pembinaan administrasi, penyediaan
sarana pendukung, serta penyesuaian regulasi yang selaras dengan ketentuan hukum
yang berlaku. Selain itu, masyarakat perlu terus mengedepankan penyelesaian sengketa
melalui musyawarah adat dan menghormati hasil kesepakatan yang telah dicapai,
sedangkan peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai
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efektivitas lembaga adat dalam berbagai jenis sengketa serta implementasi hasil mediasi
adat dalam sistem peradilan nasional.
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